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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi tidak dapat lepas jelajah historis dari 

konsep fakta mengenai judicial review, yang sejatinya 

merupakan kewenangan paling utama lembaga Mahkamah 

Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga 

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga 

memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah 

Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi 

yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal III Aturan 

Peralihan Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Mahkamah 

Konstitusi di bentuk untuk menjadi pengawal dan sekaligus 

penafsir terhadap UUD NKRI 1945 melalui putusan-putusannya. 

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah 

Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu 

tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara 

hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebutlah yang menjadi 

pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 

kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab 

sesuai amanat konstitusi.
60

 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh 

kondisi beberapa faktor yang terjadi pada saat itu. Janedjri M. 

Ghaffar menyebutkan 3 (tiga) alasan pembentukan lembaga 

Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu sebagai berikut :  

1. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang 

demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. 

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang 

dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan 

ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh 
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karena itu diperlukan lembaga yang berwenang menguji 

konstitusionalitas Undang-Undang.  

2. Pasca perubahan kedua dan perubahan ketiga, UUD 1945 

telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem 

pemisahan kekuasaan (separations of power) berdasarkan 

check and balances. Jumlah lembaga negara dan segenap 

ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya 

sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan 

paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, 

membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang 

berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. 

Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk 

menyelsaikan sengketa tersebut. 

3. Kasus pemakzulan (impeachment) Presiden Abdurrahman 

Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, 

mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum 

yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan 

alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya 

lembaga hukum yang apat menyebabkan Presiden dan atau 

Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.
61

 

1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar 

belakang dari proses awal pembentukannya, yaitu untuk 

menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran 

keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan 

Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang 

dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma 

dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, 

antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, 

perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak 

konstitusional warga Negara. 

Di dalam penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi 

disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi 

adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara 

konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar 

dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak 

rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan 
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melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, 

mengadili, memutus perkara tertentu berdasarkan 

pertimbangan konstitusional. Wewenang yang dimiliki oleh 

Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24 C 

UUD 1945 pada ayat 1 dan 2 yang dirumuskan sebagai 

wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:  

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar   

b. Memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 

c. Memutus pembubaran partai politik. 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
62

 

2. Kedudukan Mahkamah konstitusi 

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang 

menyatakan bahwa :  

a. Kekuasan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  

merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hokum dan keadilan.  

b. Kekuasaan   kehakiman   dilakukan   oleh   sebuah   

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan 

Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
63

  

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi 

adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di 

samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah 

lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum 

dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya. 

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman 

lainnya, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan 

lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda 

sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan 

pemisahan atau pembagian kekuasaan (separation or 

distribution of power).  

Kedudukan kelembagaan serta independensi 

Mahkamah Konstitusi kemdian diatur lebih mendalam lewat 
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UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. Dalam undangundang tersebut dinyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara 

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk 

mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan 

keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-

hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya.
64

  

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-

sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman 

(judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan 

lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga 

permusyawaratan perwakilan (legislature). Meski  sederajat  

dan  kedudukannya  sama,  hanya  saja  struktur  kedua organ 

kekuasaan kehakiman ini terpisah satu sama lain. Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan 

terakhir dan tidak mempunyai struktur organisasi sebesar 

Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan 

yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara 

horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan 

Peradilan Militer.  

Secara normatif dapat digambarkan bahwa Mahkamah  

Agung  merupakan puncak peradilan yang berkaitan dengan 

tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun 

subjek hukum lainnya. Sedangkan  Mahkamah  Konstitusi  

tidak  berurusan  dengan perorangngan, melainkan dengan 

kepentingan umum yang lebih luas.   

Sebagai kekuasaan kehakiman yang menjalankan 

fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat 

independen, baik secara structural maupun fungsional, untuk 

mendukung kedudukannya, berdasarkan ketentuan undang-

undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai pos 

anggaran tersendiri. Artinya terpisah dengan mata anggaran 
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instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi 

yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata 

kerja Kesekretariatjenderalan dan Kepaniteraan serta 

administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat 

kepada peraturan perundangundangan yang berlaku 

mengenai hal itu.  Berdasarkan masukan Ketua Mahkamah 

Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat 

dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan 

hakim konstitusi secara administratif diangkat dan 

diberhentikan dengan Keputusan Presiden. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi  
Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh 

hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan 

wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan dalam suatu 

persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau 

mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara 

para pihak.
65 

Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah 

mengandung idee des recht atau cita hukum yang meliputi 

unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam 

memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan 

putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu 

penemuan-penemuan hukum baru (recht vinding).  

Salah satu hal yang patut digarisbawahi terkait putusan 

Mahkamah Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah 

Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan   kewenangan yang 

dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 

Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat 

berbeda dengan yang terjadi pada pengadilan pada 

umumnya, yang mana mana seseorang dapat melakukan 

upaya hukum lanjutan terhadap putusan hakim, baik upaya 

hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, 

upaya hukum kasasi atas putusan hakim pengadilan banding, 

dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi.  

a. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi   

Putusan hakim MK diklasifikasikan dalam dua jenis, 

yaitu :  
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1) Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri suatu 

perkara atau sengketa yang diadili. 

2) Putusan sela atau  putusan provisi yaitu putusan 

yang dibuat di dalam dan menjadi bagian dari proses 

peradilan yang belum mengakhiri perkara atau 

sengketa. Putusan sela atau putusan provisi adalah 

putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, 

diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau 

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
66

 

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan 

provisi pada awalnya hanya terdapat dalam perkara 

sengketa kewenangan konstitusional lembaga 

negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 UU 

Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  

Mahkamah  Konstitusi dapat mengeluarkan 

penetapan yang memerintahkan pada pemohon 

dan/atau termohon untuk menghentikan sementara 

pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. 

b. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi  

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu declaratoir, 

constitutief, dan condemnatoir.
67

 Putusan declaratoir 

adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang 

menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan 

pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau 

menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan 

hukum.  

Putusan constitutief adalah putusan yang 

meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan 

suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan 

condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman 

tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. 

Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar 

sejumlah uang ganti rugi. Secara  umum putusan  
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Mahkamah  Konstitusi  bersifat  declaratoir dan  

constitutief. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi 

pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus 

dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan 

keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-

undang, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir 

karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu 

norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 

NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut 

meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang 

dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.  

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah 

Konstitusi yang mungkin memiliki sifat condemnatoir 

adalah dalam perkara sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman 

kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal 

permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon 

tidak mempunyai    kewenangan untuk melaksanakan 

kewenangan yang dipersengketakan.
68

 

c. Prosedur Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dalam 

rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam proses 

pengambilan putusan, setiap Hakim Konstitusi wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap permohonan.
69

 Putusan harus diupayakan 

semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah 

untuk mufakat.
70

 Apabila tidak dapat dicapai mufakat, 

musyawarah ditunda sampai  RPH berikutnya.
71

 Namun, 

jika tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil 

berdasarkan suara  terbanyak.
72

 Dalam Penjelasan Pasal 
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5 Ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa 

dalam siding permusyawaratan pengambilan putusan 

tidak ada suara abstain. RPH pengambilan putusan 

adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke 9 

hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa 

putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. Perihal 

kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang 

dimaksud dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang 

dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak 

dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim 

konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena 

alasan sakit. Dalam kondisi luar biasa tersebut, 

dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang 

hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim 

konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara 

mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan suara 

dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. 

Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang-

undang terdapat 4 hakim konstitusi mengabulkan dan 4 

hakim konstitusi menolak atau tidak menerima. Pada 

kasus seperti ini dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (8) UU 

No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa suara Ketua 

Sidang Pleno  Hakim Konstitusi. Dengan demikian, pada 

saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara 

ketua sidang yang akan menentukan putusan Mahkamah 

Konstitusi.  

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan 

konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi 

yang ditentukan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian 

setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib 

mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam 

jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan 

diucapkan.  

d. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus 

didasarkan pada UUD NKRI 1945 dengan berpegang 

pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim 
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konstitusi.
73

 Alat bukti yang dimaksud sekurang-

kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara 

tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan 

dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan 

apakah putusannya menolak permohonan (Ontzigd), 

permohonan tidak diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard) 

atau pemohonan dikabulkan. Putusan  yang telah dicapai 

dalam RPH dapat  diucapkan dalam sidang pleno 

pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda 

pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus 

diberitahukan kepada para pihak.
74

 Putusan  

ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, 

dan memutus, serta oleh panitera.  

Mahkamah Konstitusi  memberi  putusan  Demi  

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat :
75

  

1) Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. 

2) Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah 

identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara 

dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal 

maupun kuasa hokum 

3) Ringkasan permohonan 

4) Pertimbangan   terhadap   fakta   yang   terungkap   

dalam persidangan 

5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan 

6) Amar putusan 

7) Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan 

panitera. 

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 Ayat (10) UU 

No. 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat 

anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam 

putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam 

praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil 

dengan suara terbanyak jika musyarawah tidak dapat 
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mencapai mufakat. Pendapat berbeda dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu (1) dissenting opinion; dan (2) 

concurent opinion atau consenting  opinion.  Dissenting 

opinion adalah   pendapat   berbeda   dari   sisi   substansi   

yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedangkan 

concurent opinion adalah pendapat berbeda yang tidak 

memengaruhi amar putusan.
76

 Perbedaan  dalam 

concurrent opinion adalah perbedaan pertimbangan 

hukum yang mendasari amar putusan yang sama. 

Concurent opinion karena isinya berupa pertimbangan 

yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus 

ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi 

dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum 

yang memperkuat amar putusan. Sedangkan dissenting 

opinion, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi 

amar putusan harus dituangkan dalam putusan. 

Dissenting opinion merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban moral hakim konstitusi yang 

berbeda pendapat serta wujud transparansi agar 

masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum 

putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya dissenting 

opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan  

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi 

tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, 

tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak dengan 

komposisi 5 berbanding 4. Dalam praktik putusan 

Mahkamah Konstitusi, penempatan dissenting opinion 

mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, dissenting 

opinion ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum 

Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru 

diikuti dengan amar putusan. Pada perkembangannya, 

penempatan demikian dipandang akan membingungkan 

masyarakat yang membaca putusan karena setelah 

membaca dissenting opinion baru membaca amar 

putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi 

apabila dissenting opinion tersebut cukup banyak 

                                                           
76 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: 

Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, 2005) 289 - 291.  
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sebanding dengan pertimbangan hukum hakim 

mayoritas. Oleh karena itu penempatan dissenting 

opinion tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar 

putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan 

hakim konstituti serta panitera pengganti. Dalam 

perkembangannya, dissenting opinion kemudian 

ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim 

konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan 

panitera pengganti.
77

 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Usia kedewasaan dan usia perkawinan dalam hukum 

positiv dalam kecakapan hukum dengan pencapaian 

tujuan perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum 

Islam mendefinisikan sebagai akad yang sangat kuat untuk 

mentaati perintah Allah.  Definisi ini menunjukkan bahwa 

perkawinan bukan hanya sekedar kontrak sosial yang 

dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk 

membentuk suatu keluarga yang bahagia sesuai dengan 

ketentuan agama yang dianutnya. Ikatan lahir batin itu tidak 

hanya berupa ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi 

keduaduanya harus terpadu erat.
78

 

Salah satu aspek penting dalam undang-undang 

perkawinan adalah persoalan tentang kedewasaan dan batas 

minimal usia pekawinan. Undang-undang Perkawinan 

membuat ketentuan yang berbeda antara kedewassaan dan 

batas usia perkawinan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan 

bahwa usia dewasa dalam pekawinan yang ideal yaitu 21 

tahun. Jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun maka 

harus mendapat izin dari orang tua. Sementara itu, usia 

perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

                                                           
77 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: 

Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, 2005) 292.  
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 Redaksi New Merah Putih.Undang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 (Yogyakarta, New Merah Putih, 2009) 13.  
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbeda dengan 

usia dewasa yang memberikan batas usia 21 tahun baik untuk 

laki-laki maupun perempuan, aturan tentang batas minimal 

usia perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudak mencapai 

usia 16 (enam belas) tahun. Ini menunjukkan adanya 

perbedaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan menurut undang-undang yang berlaku di 

Indonesia.  

Demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar 

perkawinan yang meliputi atas kesiapan dari pihak laki-laki 

dan perempuan telah memiliki kematangan dalam hal fisik, 

mental dan materi sehingga dapat mewujudkan tujuan dari 

perkawinan itu sendiri dan menghindari dari perceraian. 

Didalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan telah diatur bahwa perkawinan 

dapat dilangsungkan jika usia laki-laki 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun. Dalam hal ini pemerintah berdasarkan 

pertimbangan prinsip-prinsip yang telah disebutkan 

sebelumnya menganggap bahwa laki-laki yang telah berusia 

19 tahun  dan perempuan sudah matang dalam hal fisik, 

mental dan materi  Hal tersebut juga sejalan dengan hukum 

islam yang tertuang dalam Hukum Kompilasi Islam tentang 

makna “kedewasaan” untuk mencegah terjadinya perkawinan 

di bawah umur   

 Di sisi lain, disebutkan di dalam pasal 7 ayat (2) “Dalam 

hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” 
79

 Di 

dalam ayat 2 tersebut terlihat tidak adanya ketidak 

konsistensian pemerintah dalam menangani terjadinya 

perkawinan dibawah umur  kemudian di dalam 

penjelasannya, Undang-undang tersebut tidak mejelaskan 

dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam hal 

pelaksanaannya sehingga hal ini adalah celah hukum yang 

dapat dilanggar secara yuridis 

                                                           
79 Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Permendagri No. 12 Tahun 

2010  
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2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

tehadap Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang 

mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir telah menjatuhkan putusan terhadap perkara 

permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Endang 

Wasrinah (selanjutnya disebut Pemohon I), Maryanti 

(selanjutnya disebut Pemohon II), dan Rasmini (selanjutnya 

disebut Pemohon III), pada tanggal 20 April 2017.  

Ketiga pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk melakukan uji materi terhadap pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi, “Perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun”. Maka, berdasarkan 

permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai 

beberapa pertimbangan atau putusan dalam memutus perkara 

tersebut. 

Sebelum memutus perkara, Mahkamah Konstitusi telah 

melakukan pemeriksaan secara mendalam kebenaran yang 

sebenar-benarnya. Sesuai dengan pihak-pihak yang telah 

diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya mahkamah 

konstitusi juga melakukan penelitian dan pemeriksaan, 

sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan 

tersebut.  

Menimbang bahwa pemohon I telah mengajukan 

permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 

kepaniteraan  Mahkamah)  pada  tanggal 20 April 2017 

berdasarkan   Akta   Penerimaan   Berkas   Permohonan   

Nomor 38/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku 

Registrasi perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-

XII/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki 

menguraikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  

a. Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung 

pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah 

menghasilakn peruahan terhadap Pasal 24 ayat (2) 

UUD 1945, yang menyatakan : Kekuasaan kehakiman 
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dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi;  

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24c ayat (1) 

UUD 1945, menyatakan, Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;  

c. Dst. (lampiran hasil putusan)  

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon   

1) Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia 

untuk mengajukan permohan pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan satu indikator perkembangan 

ketatanegaraan yang positif, yang mereflesikan 

adanya kemajuan bagi penguatan prinsipprinsip 

negara hukum;  

2) Bahwa MK, berfungsi antara lain sebagai “guardian” 

dari “constitutional rights” setiap warga negara 

Republik Indonesia. MK merupakan badan yudisial 

yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak 

konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. 

Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian 

memutuskan untuk mengajukan permohonan uji 

materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan tahun UUD 1945;   

3) Dst. (lampiran hasil putusan) 

c. Dalil-Dalil Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  
Pemohon I, II maupun III merupakan pihak yang 

secara langsung mengalami dan merasakan hak 

konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya 

Undang-undang Perkawinan terutama dengan Pasal 7 ayat 

(1). Hak konstitusional Pemohon untuk diperlakukan 
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sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar, 

yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas 

kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang 

telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 

1945.   

Berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 disebutkan 

bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya”.   

Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan “Setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”.  

Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang 

berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 

demi kesejahteraan umat manusia”.  

Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian 

hukum yang adil serta pengakuan yangsama  dihadapan  

hukum”. Pasal  28G  ayat  (1)  menyatakan “Setiap orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  

atau  tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.   

Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan : “(1) Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, 

(2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan 

keadilan”.  

Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Hak 

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan  

hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar 
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hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap 

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan deskriminatif itu”.   

Para pemohon merasa bahwa negara tidak cukup 

memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena 

para pemohon adalah anak perempuan pada saat 

melakukan pernikahan di dini. Bahwa tidak adanya 

perlindungan tersebut tergambar dari pasal a quo yang 

masih mengijinkan adanya perkawinan anak dan 

mengakibatkan diskriminasi terhadap anak perempuan. 

Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945 

Negara Republik Indonesia Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) 

dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G 

ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 menimbulkan ketidakpastian, 

ketidakserasian, ketidak-seimbangan hukum yang 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut 

dan bukti-bukti terlampir maka Pemohon memohon ke 

Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan 

sebagai berikut:  

1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materi 

Pemohon untuk seluruhnya;  

2) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa 

“umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan 

belas) tahun”.   

3) Atau apabila Majelis MK berpendapat lain, pemohon 

memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono).  

Secara singkat, para Pemohon menilai ketentuan  a  

quo telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil di 

hadapan  hukum serta menciptakan perlakuan yang 

bersifat diskriminatif terhadap anak perempuan dalam 

resiko eksoploitasi anak. Oleh karena itu, menurut para 

Pemohon ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 

28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 
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28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 

1945.  

 

d. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah Konstitusi  
Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan 

bahwa berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 

Perkawinan merupakan wujud nyata tidak tercapainya 

persamaan kedudukan dalam hukukm yang dilindungi 

oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia 

perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di 

bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak 

anak, di mana jika seorang anak perempuan telah 

dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis 

kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.   

Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang 

Perkawinan menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi 

lakilaku dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa 

dan raga. Perbedaan ketentuan usia menikah bagi anak 

laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang 

Perkawinan dinilai semakin memperbesar jarak 

ketertinggalan kaum perempuan karena terampas hak-hak 

anak yang seharusnya melekat pada mereka.   

Dalam aspek kesehatan, usia 16 tahun bagi anak 

perempuan juga sangat rentan atas ganggungan kesehatan 

reporduksi. Sesuai data UNICEF, perempuan melahirkan 

pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua 

kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang 

melahirkan pada usia di atas 20 tahun ke atas.   

Beberapa pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara uji materi diantaranya :   

1) Bahwa pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) 

UndangUndang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 

28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat 

(1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka 

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa 

beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun 

berbagaid latar belakang budaya Indonesia mempunyai 

pengaturan yang berbeda dalam hal usia perkawinan. 

Contohnya dalam agama Isla, tidak terdapat aturan 

khusus mengenai usia minimal perkawinan tetapi yang 

lazim adalah calon mempelai harus sudah aqil baligh, 
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berakal sehat, mampu membedakan baik dan buruk, 

sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk 

menikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 

Kompilasi Hukum Islam.  

2) Kebijakan batas usia menikah dalam Undang-Undang 

Perkawinan tersebut dinilai MK bukan sebagai legal 

policy yang bertentang dengan UUD 1945. Meskipun 

MK tidak mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal 

tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya 

berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti 

masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, 

perceraian, sosial, ekonomi dan masalah lainnya.  

3) Kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam 

kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak 

melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak 

menimpulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak 

nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 

Pertimbangan tersebut berlaku juga dalam penentuan 

batas usia minimal perkawinan.   

4) Terhadap dalil pemohon mengenaik ketidaksetaraan 

antara anak perempuan dan laki-laki, Mahkamah 

berpendapat benar bahwa dikarenakan kodratnya, maka 

dalam batasbatas tertentu perlakukan terhadap laki-laki 

dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam 

konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah 

diskriminasi. Namun jika pembedaan itu berdampak 

pada pemenuhan hak-hak dasar atauhak-hak 

konstitusional warga negara, baik hak ekonomi, oial 

dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh 

dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis 

kelamin maka pembedaan itu jelas diskriminasi.  

5) Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat-pendapat 

Mhkamah dimana setiap kebijakan hukum yang 

memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara 

secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, 

agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis 

kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskiriminatif. 

Hal itu sejalan dengan Pasal 1 angka (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia.  

6) Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk 

Undang-Undang yang membedakan antara laki-laki 
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dan perempuan dalam hal batas minimal usia menikah 

merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam 

perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia hal 

tersebut tidak lagi relevan karena termasuk kategori 

kebijakan hukum yang diskriminatif.   

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, 

Mahkamah berpendapat bahwa hak anak untuk bebas dari 

segala bentuk diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi 

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan 

penganiayaan dan ketidakadilan haruslah ditegakkan 

dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak 

adanya perkawinan anak. 

e. Amar Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017  
Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

22/PUUXII/2017 tentang Pengujian terhadap Pasal 7 ayat 

(1) Undang-undang Perkawinan mengadili :  

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian.  

2) Menyatakan  Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 

(enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan 

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.   

3) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetep berlaku 

sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan 

tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan MK.   

4) Memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya 

berkenaan dengan batas usia perkawinan bagi 

permpuan.  

5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  

6) Menolak permohonan para pemahan untuk selain dan 

selebihnya.   

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 

Hakim oleh sembilah Hakim Konstitusi, yaitu Anwar 

Usman selaku ketua marangkap anggota, Aswanto, 

Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny 



58 

Nurbaningsih,  I Dewa Gene Palguna, dan Suhartoyo yang 

masing-masing asebagai anggota. Pada hari Kamis,  

tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, 

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 

tiga belas, bulan Desember,  tahun  dua  ribu  delapan  

belas,  selesai  diucapkan  pukul 10.37  WIB,  oleh  

delapan  Hakim  Konstitusi, dengan didampingi oleh Ria 

Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang 

mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 

mewakili. Berdasarkan keputusan MK, maka permohonan 

para pemohon untuk dilakukan uji materi terhadap pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pun dikabulkan 

3. Pandangan Hukum Islam dalam Putusann MK Nomor 

22/PUU-XV/2017  
Dalam memutuskan perkara uji materi Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pemohon, 

Mahkamah juga mempertimbangkan berbagai aspek. Dari 

sisi agama, Mahkamah memasukan pertimbangan mengenai 

keberlakukan hukum dari beberapa agama yang diakui 

Negara Republik Indonesia. Masing-masing agama pasti 

mempunyai aturan yang berbeda dalam mengatur usia 

perkawinan.  

Agama Islam tidak mengatur mengenai usia minimum 

perkawinan akan tetapi mensyaratkan mempelai perkawinan 

harus sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan 

yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan 

persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi acuan 

dalam Pengadilan Agama, terutama dalam memberikan 

dispensasi nikah.  

Mahkamah berpendapat bahwa perkawinan tidak semata-

mata merupakan urusan dunia. Namun dalam ajaran Islam, 

perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki ikatan 

yang sangat kuat dan sakral serta tidak dapat dianalogikan 

dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam 

perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi 

untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi 

perkembangan dewasa ini anak-anak lebih leluasa untuk 

mengakses konten-konten yang tak sesuai usianya sehingga 

menimbulkan hubungan terlarang di luar nikah.   
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Perkembangan pada zaman ini, dinilai Mahkamah lebih 

cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam 

keadaan seperti makanan, lingkungan, karena dipengaruhi 

oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, 

pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain 

sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. 

Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui 

perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga 

tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram 

atau anak ranjang.  

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan 

keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat 

(1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia 

minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional 

yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal 

policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara 

bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan 

memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 

1974.  

Pada perkembangannya, lahir Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa usia anak adalah 

sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat 

masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 

tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU 

Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk 

memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  

Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa perkawinan anak 

memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam 

permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan 

reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan 

sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi 

mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada 

perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi 

keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung 

kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang 

mengalami perceraian tersebut.   

Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 

menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan 
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keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk 

perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu 

perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan 

sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait 

dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam 

beberapa putusannya (Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 

bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-

VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 

15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah 

mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum 

merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) 

yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-

Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan 

yang ada.  

Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan 

pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak 

dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas 

perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak.   

Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum 

Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para 

Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang 

menyatakan :  “... Kitab suci Al Quran, demikian juga 

Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan 

dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian 

sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat 

mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang 

tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau 

hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi 

kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan 

perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena 

di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi 

terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti 

dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat 

tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam 

yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut 

ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan 

kebutuhannya.”
80

  

                                                           
80 Dikutip dari hasil putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017  
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Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 

berpendapat bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan 

usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif 

menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu 

aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak 

ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan 

ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam 

belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin 

mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan 

kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial 

lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa 

pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya 

perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan 

beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para 

Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah 

tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni 

disebabkan dari aspek usia semata.   

Kehendak pemohon agar adanya perubahan batas usia 

kawin untuk wanita, hal tersebut dapat dilakukan melalui 

proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk 

UndangUndang untuk menentukan batas usia minimum ideal 

bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana 

didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada 

pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita 

untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan 

belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun.   

Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia 

minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang 

konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya 

perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang 

terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan 

peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini 

terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal 

kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya 

nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, 

kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, 

usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia 

minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa 

saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 

(delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.  

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) 

sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan 
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dinilai Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

Oleh karenanya, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut 

hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. 

 

C. Analisis Data Penelitian 

1. Perlunya Ada Batas Minimal Usia Perkawinan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 merupakan perubahan hukum yang dapat 

mencegah perkawinan bagi anak, ini disebabkan dengan 

adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin 

kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan. Di dalam 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, terdapat perbedaan batas usia minimal 

perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana 

perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki 

adalah 19 (sembilan belas) tahun. Pembedaan ini didasarkan 

pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara 

biologis antara laki - laki dan perempuan. Seiring dengan 

perkembangan zaman yang mendorong perkembangan 

produktivitas dan pendidikan, batas usia minimal tersebut 

menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak 

relevan.  

Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal 

perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 

keterkaitan hak untuk mengenyam pendidikan yang 

mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, tidak ada progam 

pemerintah yang mewajibkan untuk menjamin pendidikan 

anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait dengan 

kebijakan tersebut, berkembang progam pemerintah wajib belajar 

12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia 

minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) 

tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya 

untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. 

Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi 

laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki 

dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara 

penuh (selama 12 tahun). Ini berarti, telah terjadi disparitas 

keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki 
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dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara 

perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip 

persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 berbunyi “Segala waarga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

terkecualinya”.
81

  

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum 

tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‟.
82

  

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum 

di atur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak, antara lain :
83

   

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (pasal 1 

ayat 2).   

b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau 

wali, (pasal 6).  

c. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, 

(pasal 9).   

d. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh 

rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial. (pasal 12).   

                                                           
81

 Nugraha Xavier, dkk, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan 

Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk 

No. 22/Puu- Xv/2017)” , Jurnal Lex Scientia Law Review. Vol. 3 No. 3, Mei, 

2019, 41-42. 
82 UUD 1945  
83 https://www.kpai.go.id di akses pada 22 April 2018 Pada pukul 09.32 

WIB UU No 35  

Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak  
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e. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya 

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum 

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir, (pasal 14).  

f. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum (pasal 15).  

Mengenai hak-hak anak ini merupakan suatu tanggung 

jawab dan kewajiban orang tua maupun negara dalam 

mewujudkan dan merealisasikan hal tersebut dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat maupun bernegara. Namun 

lebih khusus mengenai perkawinan di bawah umur yang 

melibatkan pejabat yang berwenang dan  orang tua harus 

mempertimbangkan dan memperhatikan benar-benar tentang 

masalah anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga 

ataupun orang tua yang secara sengaja maupun tidak di 

sengaja secara terpaksa maupun suka rela mengijinkan 

perkawinan tersebut dilakukan mengingat dampak buruknya 

lebih besar daripada keuntungannya, karena tidak semua 

orang dalam melakukan perkawinan di bawah umur itu 

berhasil, berdasarkan data BPS (badan pengelola statistik)  

banyak yang berakhir dengan perceraian dan dari tahun ke 

tahun angka perceraian.
84

  

Beberapa pelanggaran hak anak di lihat dari usia 

perkawinan diantaranya yaitu :
85

  

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap reproduksi 

kesehatan anak.   

b. Pelanggaran hak tumbuh kembang.   

c. Hak memperoleh pendidikan.  

d. Hak bebas dari kekerasan.   

                                                           
84 Hadidjah Hudodoo, Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut 

Undang-Undang  

No. 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitanya dengan 

Pelanggaran Hak Asasi  

Manusia, Jurnal Lex Administratum, Vol.III, NO.6, Agustus 2015, hlm. 

134  
85 Hadidjah Hudodoo, Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut 

Undang-Undang  

No. 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitanya dengan 

Pelanggaran Hak Asasi  

Manusia, Jurnal Lex Administratum, Vol.III, NO.6, Agustus 2015,, 
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e. Hak penghidupan yang layak.   

f. Hak-hak anak yang pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945 

yakni kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan 

perkembangan serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan dikriminasi, dan pada pasal 28C ayat 1 

yakni, hak untuk mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.   

g. Hak-hak anak dalam Undang-Undang  Perlindungan 

Anak.   Dari beberapa pelanggaran Hak Anak akibat 

pernikahan anak, hal ini merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah dan orang tua untuk sebisa 

mungkin mencegah dan meminimalisir terjadinya 

pernikahan anak. Sehingga adanya kepastian hukum dan 

terealisasikannya di dalam masyarakat tentang peraturan 

yang telah di buat mengenai Hak Anak dan peraturan 

peraturan yang memuat tentang syarat-syarat perkawinan 

khususnya pada batas usia yang telah ditentukan oleh 

hukum nasional kita yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 7, yaitu pihak laki-laki berusia 19 

tahun dan wanita 16 tahun. Namun batas usia yang telah 

ditentukan ini pun tergolong batas usia anak, khususnya 

pihak wanita. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

kembali mengenai batas usia perkawinan sehingga 

adanya kepastian hukum dan adanya harmonisasi hukum, 

Mengingat batas usia tersebut ternyata rentan terhadap 

KDRT, perceraian dan laju produksi, serta meningkatnya 

kematian ibu. Hal ini lebih banyak dampak buruknya 

daripada manfaatnya, olehnya biar tujuan dasar dari 

perkawinan tersebut bisa tercapai.
86

   

Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan 

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan merupakan wujud nyata tidak 

tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang 
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dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan usia perkawinan 

16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas 

usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika 

seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 19 

tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai 

seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menunjukkan adanya ketidak setaraan bagi laki-laki dan 

perempuan khususnya terkait jiwa dan raga. 

Tanpa kita sadari ada banyak dampak dari perkawinan 

dibawah umur baik secara biologis, psikologis ataupun 

sosial, berikut penjelasannya :  

a. Dampak Biologis 

Secara biologis, alat reproduksi perempuan yang 

masih dibawah umur masih dalam proses menuju 

kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan 

hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika 

sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ 

reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang 

berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang 

dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM 

perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur 

dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat 

memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan 

terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan 

kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ 

reproduksi  perempuan  sekurang-kurangnya adalah 

sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 

tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan 

mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan 

berbagai masalahnya. 

b. Dampak Psikologis 

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti 

tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan 

trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit 

disembuhkan. Gadis kecil yang melahirkan bayi 

merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh 

dunia kedokteran. Situasi ini sangat traumatic bagi sang 

ibu muda, karena mencabut masa-masa kanak-kanaknya. 

Sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara 

tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan 
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membesarkan bayi. Pendeknya ia disegerakan untuk 

menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan, rasa marah 

dan penolakan adalah sikap yang umum terjadi dan 

lazimnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama 

(bahkan tidak tertutup kemungkinan seumur hidup). 

Inilah yang kemudian memunculkan trauma psikologis 

yang berkepanjangan.
87

 

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh 

wilayah penelitian di mana pasangan secara mental 

belum siap menghadapi perubahan peran dan 

menghadapi masalah rumah tangga sehingga 

seringkali menim- bulkan penyesalan akan kehilangan 

masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi 

kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan 

trauma sampai kematian, terutama dialami oleh remaja 

perempuan dalam perkawinan. Selain itu, remaja 

perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami 

kehamilan yang  tidak diinginkan akan cenderung 

minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena 

mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan 

perannya dari seorang remaja ke peran seorang ibu dan 

isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang 

masih muda. 

c. Damapak Sosial 

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga 

berdampak pada potensi perceraian dan 

perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru 

menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih 

belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran 

dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya 

pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan 

seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan 

adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Selain 

itu, ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang 

mengalami kehamilan yang tidak diinginkan harus 

dipindah keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, 

dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, 

mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) 
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baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan 

sosialnya.
88

 

 

2. Landasan / dasar penentuan batas usia perkawinan 

menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 tentang batas usia  Perkawinan 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Indonesia 

yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974, “Perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai.” .  

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

“Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua 

orangtua.”  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 

1974, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  

mencapai umur 16 tahun”.  

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya 

diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan  pihak  wanita  sudah mencapai 16 (enam belas) 

tahun. Hal penyimpangan ayat 1 ini dapat dimintai dispensasi  

kepada  Pengadilan  atau  Pejabat  lain  yang diminta oleh 

kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dan putusan 

Mahkamah Konstitusi sesudah direview menyebut 

perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan ayat 1 

pasal ini dapat minta dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  

Pejabat  lain  yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria 

atau wanita. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

tidak tercantum apa yang dikehendaki dalam batas usia 

perempuan menikah di bawah 16 (enam belas) tahun, bahwa 

alasan penetapan batas usia menikah adalah untuk menjaga 

kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-
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batas umur untuk perkawinan.
89

 Alasan-alasan tersebut 

berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan 

pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan 

perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan 

reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat 

serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.
90

 

Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 bertalian dengan penjelasan sebelumnya, yaitu 

mengenai faktor-faktor para pemohon mengajukan 

permohonan uji materil terkait dengan pasal yang oleh para 

pemohon tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional 

para pemohon dan bagi anak perempuan pada umumnya 

yang melakukan pernikahan pada usia anak. Maka dengan 

memperhatikan penafsiran yang didalilkan oleh para 

pemohon dan diajukan oleh para pemohon tentang batas usia 

dalam perkawinan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, 

Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan sebagai berikut :  

a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk 

sebagian.  

b. Menyatakan Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 

(enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat.  

c. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap 

berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai 

dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam putusan ini.  

d. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang 

untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan 

dengan batas minimal perkawinan usia bagi perempuan   

e. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya.  

                                                           
89 Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.  
90 Yusuf Hanafi “Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child 
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Konklusi atau kesimpulan, Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili permohonan para Pemohon yang 

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, 

dan menyatakan pokok permohon para pemohon beralasan 

untuk sebagian, kemudian diputuskan sebagaimana yang 

telah disebutkan diatas bahwa permohonan para pemohon 

dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 7 ayat 1 

sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. 

Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 

Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada 

hari Kamis tanggal 5 April tahun 2018, dan diucapkan dalam 

sidang pleno Mahkamah Konsitusi dan terbuka untuk umum 

pada hari Kamis tanggal 13 Desember tahun 2018 yaitu oleh 

Anwar Usman merangkap sebagai Anggota, Aswamto, 

Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa 

Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo 

masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Ria 

Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, 

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
91

 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa 

ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini 

sejalan dengan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang 

perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak 

jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari 

perkawinan secara baik tanpaberakhir pada perceraian serta 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang 

belum cukup umur.
92

  

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal 

usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai 

pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak 

benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan 

mental. Dalam Undang-Undang Perkawinan.   
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Undang-undang Perkawinan mengatur batasan usia 

minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya 

pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam 

cara berfikir (dewasa) dan kematangan emosi merupakan 

aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan 

perkawinan. Keberhasilan rumah tangga banyak juga 

ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri 

supaya salaing mengerti tentang tujuan pernikahan tersebut, 

dan kearah mana pernikahan itu akan dibawa. 

Aturan batas minimal usia pernikahan diciptakan 

berdasarkan asas kematangan calon mempelai. Meski 

demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan 

di bawah umur juga bisa dilakukan dengan itsbat hakim. 

Jadi, ketentuan tentang usia lakilaki mencapai usia 19 tahun 

dan perempuan 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud 

pasal 6 ayat (2), dan sebagi konsekuensinya tercermin dari 

maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berbunyi : (1) Dalam 

hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; (2) 

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau 

kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) 

Undangundang ini, berlaku juga dalam hal permintaan 

dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
93

  

Dalam kenyataanya, pelanggaran bisa terjadi karena ada 

dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. 

Akan tetapi dapat dipahami bahwa melangsungkan 

pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh 

undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau 

perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, meskipun 

disebut pelanggaran terhadap undang-undang, sanksi bagi 

pelanggaran 14 Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 

wanita.” tersebut tidak hanya sekedar dengan denda Rp. 

7.500-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Inilah titik kelemahan 

hukum perkawinan di Indonesia, sehingga banyak terjadi 
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penyimpangan-penyimpangan sebab denda yang harus 

dibayarsangatlah rendah, jika tidak sesuai Undang-Undang.   

Implikasinya banyak pihak-pihak yang berada pada 

posisi lemah dan terpojok tidak dapat dibela kepentingannya 

secara umum, dan pihak yang paling kuat dapat leluasa 

berbuat tanpa ada sanksi hukum. Inilah kelemahan undang-

undang perkawinan yang belakangan dikritik oleh banyak 

kalangan agar dilakukan revisi atau perbaikan.   

Guna memerangi pernikahan dini agar tidak banyak 

yang melanggar, maka denda harus dinaikan mengingat 

mayoritas pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi. 

Sehingga hal itu diharapkan dapat memperkecil pintu 

pemberian izin dan dispensasi tersebut. Melalui keputusan 

Menteri Agama dapat membuat sebuah peraturan untuk 

memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin 

dan usia lebih dari enam belas tahun. Demikian pula, 

pencatatan nikah terhadap seseorang pemuda dilakukan 

ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai 

pekerjaan sebagi sumber penghasilan. Melalui lembaga yang 

kompeten untuk memberikan himbauan, dan sosialisasi 

tentang undang-undang perkawinan,
94 

menaikkan denda bisa 

menjadi salah satu upaya karena dapat memberikan 

kesadaran bagi calon suami agar sebelum melangsungkan 

perkawinan minimal sudah siap bertanggung jawab terhadap 

hajat hidup keluarganya. Dispensasi untuk boleh menikah 

dini memiliki kesan memudahkan. Sebagaiman dimaksudkan 

oleh Peunoh Daly dan Sayid Sabiq
95

 memberi pandangan 

bahwa batasan usia perkawinan seperti yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Perkawinan sudah saatnya 

direformasi, dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran 

pakar berbagai disiplin ilmu dg mempertimbangkan aspek 

sosiologis masyarakat Indonesia. 

Jika ditinjau kembali, terdapat beberapa alasan 

pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat (1) diantaranya:  

a. Menimbulkan ketidak pastian hukum  

Banyaknya terjadi ketidak pastian hukum yang 

terjadi di Indonesia tentang ketentuan syarat dan umur 
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seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena 

berdasarkan UndangUndang Perkawinan, seorang anak 

di bawah umur bisa menikah jika mendapatkan 

dispensasi dari hakim. Di sini artinya, batasan usia 

minimal dalam pernikahan dapat dilanggar selama hakim 

mengizinkan. 

b. Melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak usia dini  

Bahwa perkawinan anak, atau sering disebut dengan 

pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat dan 

berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak 

tersebut. Mayoritas pernikahan dini terjadi karena faktor 

ekonomi. Diharapkan dengan menikahkan anak 

perempuannya, beban keluarga berkurang. 

c. Mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan  

Kesehatan organ reproduksi anak perempuan dapat 

terganggu akibat adanya pernikahan di usia dini. 

Banyaknya resiko yang dapat mengancam serta 

membahayakan diri dari anak perempuan yang 

melakukan pernikahan usia dini karena faktor organ 

reproduksi anak perempuan yang sebenarnya belum siap 

untuk melakukan hubungan seksual karena belum 

berkembang secara sempurna.  

d. Mengancam hak anak atas pendidikan  

Hak belajar anak terancam apabila anak yang masih 

berusia dini dan seharusnya masih berkewajiban sekolah 

justru menikah. Umumnya wanita yang telah menikah 

tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah di sekolah 

umum. Selain itu, anak yang telah melakukan pernikahan 

akan sibuk dengan urusan rumah tangganya seperti 

mengurus anak dan suami. Jika dibiarkan itu 

mengakibatkan adanya gangguan kesibukan belajar 

apabila meneruskan pendidikannya karena ada kewajiban 

kewajiaban yang harus dipenuhi didalam keluarga.  

e. Terjadinya  deskriminasi  pemenuhan  hak  antara  anak 

lakilaki dan anak perempuan 

Deskriminasi terjadi karena adanya ketidaksetaraan 

gender dalam pernikahan. Anak perempuan memiliki 

kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat. 

Dominasi pasangan menyebabkan rentan terhadap 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.  

Menurut para pemohon, bahwa Undang-Undang telah 

mengatur tentang hak terhadap hak-hak orang. Sebagaimana 
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telah diatur dalam pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) 

UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H 

ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. 

Bahwa pihak yang secara langsung mengalami dan 

merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan 

diundangnya Undang-undang Perkawinan terutama dengan 

pasal 7 ayat (1) adalah anak perempuan. Hak konstitusional, 

ketidakpastian hukum, melahirkan banyaknya praktik 

perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak 

perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, terjadinya 

deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak 

perempuan.  

Oleh karena itu, penulis berpendapat adalah sangat adil 

jika MK memutuskan mengabulkan gugatan para pemohon 

agar batasan usia menikah direvisi. Sebab batasan  usia  

perkawinan  antara laki-laki dan perempuan tersebut telah 

melahirkan banyak praktik perkawinan anak khususnya anak 

perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak 

anak terutama hak tumbuh dan berkembang.   

Menindak lanjuti hasil putusan MK nomor 

22/PUXV/2017 tentang batas minimal usai pernikahan, 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera 

memasukkan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas). Hal itu bertujuan untuk segera 

mencegah perkawinan anak.  

Berdasarkan aturan, putusan MK harus jadi prioritas. 

MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 

dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia 

di bawah 18 tahun. Namun, MK menegaskan tak bisa 

merevisi UU tersebut karena lembaga yang memiliki 

kewenangan itu adalah DPR. Maka, MK memberikan tenggat 

waktu kepada DPR selama tiga tahun guna merevisi 

ketentuan batas usia dalam UU perkawinan. Namun DPR 

belum bisa memastikan kapan revisi dapat direalisassikan 

sebab banyak agenda-agenda legislasi yang belum selesai.
 96

 

                                                           
96 Abba Gabrilin, “DPR Diminta Segera Revisi Undang-Undang 

Perkawinan untuk Hentikan Perkawinan Anak”, Berita online,  
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Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan 

Syadzily, mengatakan, uji materi yang digugat dalam pasal 

tersebut juga disetujui oleh Komisi VIII untuk ditindaklanjuti 

dan diajukan batas usia pernikahan untuk perempuan yang 

diajukan menjadi 19 tahun.
97

  

Berdasarkan hasil putusan MK, DPR akan segera 

merevisi batas usai menikah bagi perempuan untuk 

menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender. Selain itu, 

secara psikologis, seorang individu yang belum berumur 19 

tahun juga dinilai belum matang dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga. Ditambah dari sisi pendidikan seorang anak 

yang berusia sudah 19 tahun dianggap belum memiliki 

standar pendidikan yang mumpuni, sebab minimal lulus 

SMA adalah 19 tahun.  

Namun, sebelum revisi Undang-Undang tersebut 

diundangkan, maka Undang-Undang Perkawinan yang 

berlaku adalah Undang-Undang perkawinan saat ini, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberlakukan 

usia minimal untuk menikah 16 tahun bagi perempuan, dan 

19 tahun bagi laki-laki. Dan apabila ada warga di bawah usia 

itu yang hendak menikah, maka berdasarkan Peraturan 

Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 

tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, calon pengantin 

(catin) harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.
98

 

Selain itu, catin juga harus melampirkan izin tertulis orang 

tua atau wali bagi catin yang belum mencapai usia 21 (dua 

puluh satu) tahun.
99

 Salah satu fungsi kelengkapan 

administrasi berupa dispensasi nikah dari pengadilan dan izin 

orang tua dalam Permenag tersebut adalah menekan angka 

pernikahan anak. Sebab lebih banyak syarat yang harus 

dipenuhi dan ada pertimbangan hakim sebelum memutuskan 

boleh tidaknya catin di bawah umur untuk menikah dini. 
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3. Kajian Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas 

minimal usia perkawinan 

Agama Islam bukan sekedar keyakinan yang dianut 

mayoritas penduduk Indonesia, melainkan adalah ideologi 

yang memiliki seperangkat aturan komprehensif dalam 

mengatur hubungan manusia dengan manusia maupun 

manusia dengan Tuhannya. Umat muslim menganggap 

bahwa Islam adalah hukum pertama yang harus dijunjung 

tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang hanya 

dibuat oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Khoiruddin bahwa terdapat dualisme hukum di tengah 

masyarakat Indonesia. Apabila agama menyatakan keabsahan 

suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu 

mempermasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa.
100

  

Berkaitan dengan batasan usia siap untuk menikah, di 

dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang 

dapat menikah. Jadi, meskipun masih anak-anak bahkan 

balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fikih 

sepakat bahwa bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-

laki maupun perempuan yang masih kecil.
101

 Bahkan 

Rasullulah SAW menikahi ibunda Aisyah di usia yang masih 

sangat muda.  

Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa pernikahan 

anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah.
102

 Ulama 

fikih (fuqaha) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia 

minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar 

bahwa Allah SWT menetapkan masa iddah (masa tunggu) 

bagi istri kanakkanak (sȃghȋrȃh) yang diceraikan itu 3 bulan. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 4 :   
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Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan- 

perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa iddahnya), Maka masa iddah mereka 

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang belum haid.” Q.S 

ath-Thalaq ayat (4) 
103

  

  

Ayat ini berbicara mengenai masa iddah (masa 

menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah 

menopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum 

haid. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang 

belum haid dalam ayat di atas adalah al-shagirat (gadis-gadis 

kecil yang masih di bawah umur). Ayat di atas sekaligus 

menegaskan kebolehan sȃghȋrȃh yang belum mencapai usia 

haid untuk dinikahkan.   

Selanjutnya pada Q.S an-Nur ayat 32 : 

                     

                       
Artinya :  “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di 

antara kalian dan orang-orang shaleh 

diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika mereka dalam keadaan 

miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya 

dengan karunia-Nya”. (QS. An-Nur : 32).
104
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Fuqaha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan 

sȃghȋrȃh untuk berjima ialah kesiapannya untuk melakukan 

hbujngan seksual (wath’i) berikut tahun belum tentu 

memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil 

keputusan)”.
105

 Sedangkan dari Madhzab Hambali, Ibn 

Qudamah menjelaskan dalam bukunya, al-Kafi fi fiqh al-

Imam Ahmad bin Hanbal; yang artinya “Adapun gadis 

merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan 

putrinya yang masih perawan.” Dalil ini tidak diperselisihkan 

oleh para ulama. Sebab Abu Bakr al-Shiddiq mengawinkan 

putrinya Aisyah dengan Nabi SAW ketika masih berumur 6 

tahun.
106

  

Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti 

Maliki, Syafi‟i, Hambali dan Hanafi, mereka tidak 

mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon 

mempelai.
107

 Bagi mereka, akil dan baligh saja sudah cukup. 

Kebijakan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping 

kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur‟n yang secara 

jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi 

dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah 

berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan 

tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah alZuhaily dalam 

bukunya, “Al-Fiqhu al-Islamiy wa adillatuhu” dengan 

mengutip pernyataan langsung Aisyah, “Nabi menikahi saya 

ketika usia saya enam tahun dan beliau menggauli ketika usia 

saya sembilan tahun”(H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan 

An-Nasa‟i). Ulama fikih klasik mensyaratkan seseorang yang 

akan menikah telah baligh yang digunakan adalah 

kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan 

mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fiqih klasik atau 

tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur‟an dan juga 

praktik Rasulullah SAW saat beliau menikahi Siti Aisyah 

R.A yang masih berusia 6 tahun secara tekstual.
108
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam 

sendiri tidak melarang adanya pernikahan anak, akan tetapi 

berbeda dengan zaman Nabi yang mana ilmu kesehatan dan 

sistem pendidikan belum berkembang seperti ini maka hemat 

penulis, pernikahan anak haruslah difikirkan kembali. 

Terutama untuk kesetaraan hak atas pendidikan bagi anak. 

Karena sistem pendidikan di Indonesia, tidak mengizinkan 

pelajar yang telah menikah kembali ke bangku sekolah. 

Selain itu, kondisi budaya di Indonesia juga akan 

menyulitkan anak kembali ke sekolah setelah menikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


